
BUPATIMUSIRAWAS
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS,

NOMOR lo3 TAHUN 2Ot8 './

TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

BERBASIS AKRUAL V

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :4.

Mengingat 1.

b.

BUPATI MUSI RAWAS,

bahwa kebijakan akuntansi telah ditetapkan dengan

Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2Ot6 tentang

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Musi

Rawas; /
bahwa dikarenakan adanya pembahan pada kebijakan

akuntansi meliputi kebijakan alimntansi pelaporan dart

akun-akun laporan keuangan yang mengikuti

perkembangan pernyataan standar akuntansi

pemerintahan, interpretasi pernyataan standar

akuntansi pemerintahan dan buletin teknis standar

akuntansi pemerintahan dalam penyajian laporart

keuangan pemerintah daerah, maka Peratrrran Bupati

Nomor 74 Tahun 2016 Perlu diganti; v

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud hunrf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati

tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten

Musi Rawas Berbasis Aknral. \'

Undang:Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di

sumatera selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1959 Nomor 73, Tattbahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor f 821); /

c.
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2.

3.

4.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang

KeuanganNegara(IrmbaranNegaraRepubliklndonesia

Tahun2oo3Nomor4T,TambahanLembaranNegara
Republik Indonesia Nomor a2S6l; v-

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang

perbendaharaan Negara (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 125, Tambatran Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); "'
Undang-UndangNomor15Tahun2oo4tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2oo4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a4OOl; '/
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah hrsat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 126, Tarrrbahan kmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 44381; v

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2ol4 Nomor 244, Tambahan Iembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-

undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 56791; v'

7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OOS tentang

Sistem Informasi Keuangan Daerah (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 138, Tambahan

Lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 45761

sebagaimana telah diubah dengan Peratrrran Pemerintah

Nomor 65 Tahun 2olo tentang Perubahan Atas

Perahrran Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5 tentang

Sistem Informasi Keuangan Daerah); v
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8. peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2oo5 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 140, Tambahan

Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a57s|;/

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2oo5 tentang

pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2oo5 Nomor 165, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a593); 'r
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2oo7 tentang

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada

Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungiawaban

Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Ralryat

Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah Kepada Masyarakat (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2oo7 Nomor 19, Tambahan kmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 46931; v

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2olo tentang

standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tatrun 2o1o Nomor 123, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); "'
Peraturan Pemerintah Nomor 3O Tahun 2oll tentang

pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2}ll Nomor 59, Tambatran Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 52191; v

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2Ol4 tentang

pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (kmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 92,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5535); v

Perattrran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l

Tahun 2olt tentang Pembahan Kedua Atas Peratrrran

9.

11.

12.

13.

t4.
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15.

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2oo6 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; -
peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013

tentang Penerapan standar Akuntansi Pemerintahan

Berbasis Akmal Pada Pemerintah Daerah; r''

peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;'/

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2OO8 tentang Pokok-

pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Irmbaran Daerah

Kabupaten Musi Rawas Tahun 2OO8 Nomor 7); "/
Perattrran Bupati Musi Rawas Nomor 32 Tahun 2oL6

tentang Pedoman Pen5rusunan Laporan Barang Milik

Daerah Pemerintah l(abupaten Musi Rawas; I
Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 43 Tahun 2O18

tentang Pehrnjuk Teknis Pengelolaan Dana Yang Tidak

Melalui Rekening Kas Umum Daetah. /

MEMUTUSI(AN:

BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI

KABUPATEN MUSI RAWAS BERBASIS

16.

t7.

18.

19.

Menetapkan : PERATURAN

PEMERINTAH

AKRUAL /

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah lhbupaten Musi Rawas. /

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi

Rawas. /
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas. €'

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Pemerintah

Kabupaten Musi Rawas selaku pengguna anggararrl

pengguna barang. "/
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5. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat

SAP adalah prinsip-prinsip al,mntansi yang diterapkan dalam

men]rusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. v/

6. Pernyataan standar Akuntansi Pemerintahan yang

selanjutnya disingkat PSAP adalah sAP yang diberi judul,

nomor dan tanggal efektif. '/
7. Buletin Teknis SAP adalah informasi yang berisi penjelasan

teknis akuntansi sebagai pedoman bagr pengguna yang

dimaksudkan untuk mengatasi masalah teknis akuntansi

dengan menjelaskan secara teknis penerapan PSAP dan atau

Interpretasi PSAP. v

8. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar,

konvensi-konvensi, atrrran-aturan, dan praktik-praktik

spesilik yang dipakai oleh entitas pelaporan dan entitas

akuntansi di Kabupaten Musi Rawas dalam pen5rusunan dan

penyajian laPoran keuangan. v"

g. sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya

disingkat SAPD adalah rangkaian sistematik dari prosedur,

penyelen #ffd, peralatan dan elemen lain untuk

mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi

sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan

Organisasi Pemerintah Daerah. r'

1O. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan

pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama

oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan

Peraturan Daerah. '/
ll.Entitas Pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri satu

atau lebih entitas akuntansi yang menurut peraturan

perundang-undangan w4jib menyampaikan laporan

pertanggungiawaban berupa laporan keuangan' /

12. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintah pengguna

anggaran/ pengguna barang dan oleh karenanya wajib

menyelenggarakan akuntansi dan men]rusun laporan

keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. y'
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13. Kebijakan akuntansi per komponen laporan keuangan adalah

penjelasan kebijakan almntansi bempa definisi, pengakuan,

pengukuran dan pengungkapan setiap komponen laporan

keuangan. t/

14. Akuntansi berbasis aktaEl adalah basis akuntansi y"ng

mengakui penganrh transaksi dan peristiwa lainnya pada

saat transaksi dan peristiwa ittr terjadi tanpa memperhatikart

saat kas atau setara kas diterima atau dibayar' v/'

15. Pengalman adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria

pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatal

akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi

unsur aset, kewajiban, elmitas, pendapatan-LRA, belanja,

pembiayaan, pendapatan-Lo dan beban, sebagaimana akan

termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang

bersangkutan. {'

16. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang unhrk

mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan

keuangan. v
17. Pengungkapan adalah laporan keuangan yang menyajikan

secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. '''
18. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA

adalah laporan yang menyajikan informasi redisasi

pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA dan

pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang

masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam

satu periode. \/
19. Laporan Perubahan Saldo Anggaran L€bih yang selanjutnya

disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi

kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri

dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir' -/

20. Neraca adalatr laporan yang menyajikan informasi posisi

keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewqiiban

dan ekuitas pada tanggal tertentrr. v

2l. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah

laporan yang menyajikan informasi mengenai selumh

kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang
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tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban dan

surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang

penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. /

22.1-apran Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah

laporan yang menyqiikan informasi mengenai sumber,

penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu

periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada

tanggal pelaporan- 
t

23. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE

adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai

perubahan elmitas yang terdiri dari ekuitas awal,

surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir' v-

24.Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat

CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang

penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu

pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan

I"AK dalam rangka pengungkapan yang memadai' u

25. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat

penyimpanan uang daerah yang ditenhrkan oleh Kepala

Daerah untuk men€rmpung seluruh penerimaan daerah dan

digunakan unhrk membayar selumh pengeluaran daerah

pada bank Yang ditetaPkan . ,/
26. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas

umum Daerah yang menambah saldo Anggaran L€bih dalam

periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi

hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh

pemerintah. ,/
2T.Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum

Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran L€bih dalam

periode tahun angganan bersangkutan yang tidak akan

diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah' u/

28. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu

dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima

kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan

maupun pada tahun-tahtrn anggaran berikutnya' "'
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29. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat/daerah yang

diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun

anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar

kembali. t/

3O. Beban adalah penurtrnan manfaat ekonomi atau potensi jasa

datam periode pelaporan yang menurunkan e}aritas, yang

dapat benrpa pengeluaran atau konsumsi aset atau

timbulnya kew4iiban. "/
31. Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar

biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang

bukan menrpakan operasi biasa, tidak diharapkan sering

atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh

entitas bersanglmtan. '/
32. Aset adatah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau

dimifiki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa

lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di

masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh

pemerintah maupun masyarakat serta dapat diulnrr dalam

satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang

diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum

dan sumber-sumber 
)*" 

yang dipetihara karena alasan

sejarah dan budaYa. '
33. Investasi adalah pengggnaan aset unhrk memperoleh

manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manf,aat

sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat

meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka

pelayanan kepada masyarakat. Ekuitas adalah kekayaan

bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan

kewajiban pemerintah- /

34. Kewqiiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu

yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber

daya ekonomi Pemerintah. /'
35. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan

selisih antara aset dan kewajiban pemerintah ' '/
36. Koreksi adalah tindakan pembetutan secara akuntansi agar

alorn/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas

menjadi sesuai dengan yang seharusnya- 
"'

8

frI



37. Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir

periode untuk mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang,

utang dan yang lain yang berkaitan dengan adanya

perbedaan wakhr pencatatan dan yang belum dicatat pada

transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan' '/'
38. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang dari

suatu entitas pelaporan dari atau kepada entitas pelaporart

lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. vz

39. Laporan keuangan konsolidasian adalah suahr laporart

keuangan yang merupakan gabungan keselunrhan laporan

keuangan entitas pelaporan atau entitas akgntansi, sehingga

tersaji sebagai suatu entitas hrnggal. /

BAB II

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pasal 2

Kebirjakan Alnrntansi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas

meliputi :

a. Kerangka Konseptual, sebagaimana tercanttrm dalam

Lampiran I Peraturan BuPati ini; \,/

b. Kebijakan Almntansi Pelaporan Keuangan, sebagaimana

tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini; '/
c. Kebijakan Atruntansi Akun-Akun Laporan Keuangan,

sebagaimana tercantum dalam L,ampiran III Perahrran Bupati

ini. v

BAB III

KETENTUAT.I PENUTUP

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlalrtr, maka Peratrrran

Bupati Nomor 74 Tahun 2Ot6 tentang Kebijakan Akuntansi

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten

Musi Rawas Tahun 2OL6 Nomor 74) dicabut dan dinyatakan

tidak berlaku.
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Pasal 4

i:

Perahrran Bupati hi mulai berlaku pada tangal diundangkan.

Agar setiap mengetatruinya, memerintatrkarl

pengrrndangan Pefaturan Bupati ini dengan penempatarury$
:

pada tanggal,14 Vf.ff'ti.ffl? 201g

[u

Ir

Diundangkan di Muara Belid

pada tanggal,l,Q flA{cur9f,*- ,01S

SEKRETARIS DAERAH

EC. PRISKODESI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAIIIAS TAHUN 2OT8 NOMOR TO3

IGBUPATEN MUSI RAWAS,
Ail.
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